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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
perlu melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian
gratifikasi perlu peningkatan kepatuhan terhadap
Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum di
lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan perlu dilakukan penyesuaian dengan

kondisi saat ini;

www.peraturan.go.id



2020, No. 70

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2101) sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1372);

S. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pegadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
PELAPORAN GRATIFIKASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga
Pemerintah yang Dbertugas mengembangkan dan
merumuskan  kebijakan  Pengadaan = Barang/Jasa
Pemerintah.

3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi
pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri
dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronik atau tanpa sarana elektronik.
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10.

11.

Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi ASN LKPP yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta
jabatannya.

Penerima Gratifikasi adalah ASN LKPP yang menerima
Gratifikasi dari Pihak Lain.

Pihak lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun
internal pegawai LKPP, orang perorangan, kelompok,
Badan Usaha Badan Hukum maupun Badan Usaha
Bukan Badan Hukum.

Pelapor adalah ASN LKPP yang menyampaikan laporan
atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.

Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG
adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pimpinan
suatu instansi untuk melakukan fungsi pengendalian
Gratifikasi.

Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang Dberisi
informasi  lengkap penerimaan  Gratifikasi yang
dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh
Pelapor.

Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
bentuk elektronik atau non elekronik untuk melaporkan
penerimaan Gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Lembaga ini meliputi:

a.

b.

sebagai pedoman bagi ASN LKPP untuk memahami dan
mencegah Gratifikasi di LKPP;
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih dari korupsi;
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memberikan arah dan acuan serta menumbuhkan
kesadaran ASN LKPP untuk melaporkan Gratifikasi; dan
meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas

penyelenggaraan pelayanan di LKPP.

BAB III

KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN KATEGORI

GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Aparatur Sipil Negara Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 3

ASN LKPP wajib untuk:

a. menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugas yang bersangkutan;

b. melaporkan penolakan Gratifikasi kepada UPG; dan

c. melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat
ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada
KPK.

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan Gratifikasi

yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;

b. pemberi Gratifikasi tidak diketahui;

c. Penerima  Gratifikasi ragu dengan  kategori
Gratifikasi yang diterima; dan/atau

d. terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin
ditolak, yang antara lain dapat mengakibatkan
rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan

diri sendiri/karier Penerima/ada ancaman lain.
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